
5.1 KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimupulan 

dari penelitian ini bahwa : 

1. Risiko gagal panen untuk usahatani dapat diasuransikan melalui asuransi 

pertanian. Asuransi pertanian untuk usahatani padi dapat dimanfaatkan untuk 

menanggulangi atau sebagai pengalihan risiko dari kerugian petani akibat 

gagal panen. Risiko usahatani yang layak diasuransikan adalah kegagalan 

panen akibat kegagal panen akibat kekeringan, kebanjiaran, dan serangan 

organisme pengganggu tanaman. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko 

yang dapat dikategorikan sebagai murni (pure risk), sebagai ketidakpastian 

bahwa kerugian itu akan timbul, dimana apabila ketidakpastian tersebut 

terjadi dapat menimbulkan kerugian gagal panen bagi petani padi. 

2. Harmonisasi dan keselarasan peraturan perundang-undang yaitu antara UU 

Perlindungan dan Pemberdaayaan Petani dengan UU Perasuransian sudah 

berjalan cukup baik dalam rangka mengatasi dan memberikan perlindungan 

terhadap risiko yang mengakibatkan kerugian bagi petani juga dapat 

ditafsirkan sebagai perluasaan kebutuhan masyarakat. Karena jelas saat ini 

petani membutuhkan perlindungan hukum dalam menghadapi risiko di bidang 

pertanian yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

kelangsungan sektor pertanian. Maka dalam hal ini terjalin keselarasan antara 

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan UU Perasuransian dimana 

kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam menghadapi 

perkembangan jaman jauh lebih pesat ketimbang kemajuan di bidang hukum 

itu sendiri . 
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3. Dalam menetapkan dasar penerapan sanksi bagi pelanggaran (fraud dan moral 

hazard) oleh tertanggung dalam asuransi pertanian , dapat menggunakan 

ketentuan sanksi pidana dan perdata. Karena dalam UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani tidak diatur mengenai ketentuan sanksi dapat merujuk 

pada peraturan perundang-undang lain yang mengatur hal yang sama. Maka 

dalam rangka melakukan penafsiran hukum dengan metode penafsiran 

sistematis. Dalam hal ini ketentuan sanksi yang mengatur mengenai 

pelanggaran dalam pelaksanaan asuransi diatur dalam 251 KUHD , 276 

KUHD dan 381 KUHP serta dasar dari batalnya perjanjian asuransi itu sendiri 

dapat pula didasarkan pada pasal 1320KUHPerdata. Saya tidak menyarankan 

menggunakan sanksi dalam UU Perasuransian karena pada pasal sanksi tidak 

ditentukan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tertanggung. 

Dengan demikian hemat penulis, berdasarkan hal-hal yang telah penulis 

jelaskan dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu undang-undang 

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya harus memperhatikan 

berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, 

termasuk pula dalam merumuskan ketentuan mengenai sanksi. Namun, ada 

undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi 

tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah 

disebutkan dalam peraturan lainnya yang masih terkait dengan undang

undang tersebut. Akan tetapi, bukan berarti dengan tidak dinyatakan secara 

eksplisit mengenai sanksi maka keberlakuan undang-undang tersebut menjadi 

tidak sah atau tidak bisa dijalankan dengan baik. 
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5.2. SARAN 

Dari apa yang telah diuraikan dalam Kesimpulan, penulis memberikan saran bagi: 

1. Sebaiknya Pemerintah terus berupaya tinggi dalam mewujudkan pelaksaanaan 

asuransi pertanian. Dengan terus memperbaharui dan meningkatkan kualitas 

ketja daripada pelaku-pelaku asuransi pertanian. Selain itu pula, seharusnya 

mengenai sanksi bagi pelangar dalam asuransi pertanian diatur dalam suatu 

pasal tersendiri dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

2. Dalam menangani klaim asuransi pertanian, sebaiknya pemerintah bersama 

perusahaan asuransi yang menyelenggarakan pertanian untuk usahatani padi 

menetapkan standar mengenai tindakan fraud dan moral hazard yang mungkin 

dilakukan oleh tertanggung dalam melakukan klaim asuransi. Ketentuan 

tersebut dapat menjadi pedoman bagi perusahaan pelaksana asuransi pertanian 

, dalam mengahadapi klaim dari tertanggung yang mungkin saja memalsukan 

informasi demi mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut. 

3. Sebagai wujud dukungan terwujudnya Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan 

masukan perihal kendala-kendala usaha pertanian, objek-objek pertanian yang 

dapat menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian dan hal-hallainnya, 

sehingga pemerintah sebagai penyusun regulasi mengenai pelaksanaan 

asuransi pertanian dapat mempertimbangkan segala-segala masukan tersebut 

dan kemudian dituangkan kedalam rancangan Peraturan Pelaksana asuransi 

pertanian yang kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi 

pelaksanaan asuransi pertanian yang lebih baik. Selanjutnya dalam upaya 

mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lebih baik, 

Masyarakat umumnya dan khususnya petani ikut membantu Pemerintah 

menyediakan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 

sehingga dampak dari Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dirasa sangat 

berharga bagi masyarakat umumnya dan petani khususnya. 
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